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Kadis Pariwisata
Sulteng Diperiksa

PALU, MERCUSUAR - Penyidik Reserse
Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulteng
memeriksa mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata (Disbudpar) Sulteng serta kadis yang
saat ini menjabat. Pemeriksaan itu terkait dugaan
penyimpangan pembangunan gedung
serbaguna (GSG) Pariwisata
di Jalan Muhammad
Yamin, Kecamatan
Palu Selatan.

‘Wadir Krimsus Polda Sulteng
AKBP Utoro Saputro menga-
takan, mantan Kadisbudpar
Sulteng yang dimintai keteran-
gan adalah Syuaib Jafar pada
Senin (2/9/2013). Berikutnya

GSG PARIWISATA di Jalan Muhammad Yamin yang saat ini disidik Polda Sulteng. FoTo: AMARIMS

padahariini,Selasa(3/9/2013),
Sitti Norma Maradjanu selaku
Kadis Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif saat ini, dijadwal-
kan menjalani pemeriksaan.
“Keduanya sudah dilayangkan
surat pemanggilan dan ba-
kal menjalani
D.e. -

meriksaan sebagai saksi,” tan-
das Utoro, Senin siang.

Utoro mengaku, pihaknya
belum menyimpulkan jumlah
kerugian negara yang ditimbul-
kan dari pembangunan gedung
yang terletak bersebelahan
dengan gedung Siranindi itu.
Alasannya masih dalam proses
pengajuan penghitungan ke

Baca GSG di hal.11
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Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunart (BPKP) perwakilan
Sulteng. i

Sebelumnya, penyidik tindak pida-
na korupsi Reskrimsus Polda Sulteng
telah memeriksa enam saksi terkait
kasus dugaan korupsi pembangunan
GSG Pariwisata Sulteng.

Seperti diketahui, polemik pem-
bangunan GSG Sulteng yang menelan
APBD sebesar Rp6,4 miliar itu mema-
suki babak baru. Setelah Direktorat
Reskrimsus Polda Sulteng mela-
kukan pengusutan terkait dugaan
penyimpanan pembangunan itu.

Kadis Pariwisata Sulteng, Norma
Mardjanu, dalam rapat Komisi IV
DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng
dengan mitra, Senin (13/5/2013)
lalu, menyatakan rencana pemban-
gunan GSG merupakan inisiatif dan
program Kadis sebelumnya.

“Ini program Dinas Pariwisata ta-
hun 2011 sebelum kami disana. Kami
hanya melanjutkan. Secara teknis,
dalam pertemuan ini kami membawa
PPTK, konsultan pengawas dan kon-
sultan perencana. Kami mohon jika
dewan berkenan, dalam pertemuan
selanjutnya Kadis sebelum kami juga
diundang,” ujar Norma.

Diakui Norma, proyek tersebut saat
ini menjadi temuan BPK. Ada kele-
bihan pembayaran pada kontraktor
senilai Rp73 juta. “Itu untuk pemban-
gunan kolom beton dan kontraktor
akan mengembalikannya. Kami ber-
harap gedung ini bisa dimanfaatkan
sebagaimana mestinya. Olehnya
kami berharap dukungan dukungan
dari bapak ibu anggota dewan yang
terhormat. Gedung ini juga bisa
dijadikan tempat praktik seni bagi

mahasiswa, karena Dinas Pariwisata
dan Dinas Pendidikan tengan men-
gupayakan pendirian Institut Seni
Sulawesi Tengah,” katanya.
Menanggapi pernyataan Norma,
Anggota Komisi IV, Irwanto Lubis
mengatakan, sebagai kepala dinas
tidak boleh menyatakan tidak tahu
soal GSG. Seharusnya saat timbang-
terima jabatan, Norma menanyakan
pekerjaan rumah apa saja yang di-
tinggalkan Kadis lama, sehingga me-
mahami dan bisa melanjutkannya.
“Jawaban ibu tidak boleh begitu,

- proyek ini urusan Kadis lama. Tidak

boleh begitu, jabatan Kadis tidak
melekat pada orang yang telah me-
ninggalkan jabatannya. Mestinya
ditanya pada Kadis lama saat serah
terima jabatan, program yang be-
lum selesai dan jadi PR ibu,” kata
Irwanto.

Sebelumnya, Ketua Fraksi
Demokrat DPRD Sulawesi.Tengah
Mustar Labolo menyatakan fraksinya
akan merekomendasikan perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
mengauditinvestigasi pembangunan
gedung serbaguna pariwisata di J1.
Muh Yamin.

"Kami minta supaya diaudit inves-
tigasi karena pembangunan gedung
itu sudah menelan anggaran Rp6,425
miliar, tetapi masih ada permintaan
lagi untuk dianggarkan pada pe-
rubahan APBD 2013," kata Mustar
saat membedah laporan keterangan
pertanggungjawaban Gubernur
Sulawesi Tengah di ruang Fraksi
Demokrat, beberapa waktu lalu.

Mustar mengatakan DPRD telah
menyetujui tiga kali penganggaran
pembangunan gedung pusatkegiatan

kebudayaan di Jalan Mohammad
Yamin, Kota Palu itu.

Tahun anggaran 2011 DPRD me-
nyetujui Rp1,2 miliar, namun digu-
nakan hanya Rp963 juta. Jumlah
tersebut sama dengan 15 persen dari
kontrak induk.

Tahun 2012 DPRD kembali mel-
oloskan anggaran sebesar Rp3,8
miliar dan pada anggaran 2013 dise-
tujui sebesar Rp1,6 miliar.

Mustar mengatakan Fraksi
Demokrat menganggap penting di-
lakukan audit terhadap pembangu-
nan gedung serbaguna tersebut agar
diketahui secara pasti sudah sejauh
mana perkembangannya.

Mustar mengatakan seharusnya
pembangunan gedung itu sudah be-
rakhir masa kontraknya pada 2012.
Namun Gubernur Longki Djanggola
mengajukan persetujuan perpanjan-
gan kontrak ke DPRD.

Dia mengatakan jika dalam inves-
tigasi audit BPK nanti ditemukan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan
realisasi keuangan, maka diperlukan
langkah-langkah penegakan hu-
kum. "Kita menjaga jangan sampai
pembangunan gedung serbaguna
ini sama kasusnya dengan gedung
wanita yang diproses secara hukum,”

“ kata anggota Komisi IV itu.

Dia mengatakan dirinya pernah
menjadi ketua panitia khusus ter-
kait evaluasi pembangunan gedung
tersebut. Mustar mengatakan Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif per-
nah mengajukan penambahan usu-
lan anggaran karena proyek tersebut
dianggap belum bisa selesai sesuai
kontrak induk sebelumnya sebesar
Rp6,4 miliar. AMr/TMU




